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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisa dari peneliti dan berdasarkan fakta yang peneliti 

peroleh, Pemerintah Kota Bandung dan Unit Pelaksana Teknis 

Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai pihak 

pengelola Terminal Parkir Elektronik yang merupakan barang milik 

daerah dan juga fasilitas pelayanan publik masih belum dapat 

melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan 

Terminal Parkir Elektronik. Tidak maksimalnya pemeliharaan yang 

dilakukan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota 

Bandung mengakibatkan banyak mesin Terminal Parkir Elektronik 

yang terbengkalai bahkan rusak, sehingga pelaksanaan program 

Terminal Parkir Elektronik tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal 

diadakannya program Terminal Parkir Elektronik, yaitu mengurangi 

permasalahan perparkiran dan meningkatkan pendapatan asli 

daerah. Dapat terlihat dari total mesin Terminal Parkir Elektronik 

yang pengadaannya sebanyak 445 mesin, namun hanya 293 mesin 

Terminal Parkir Elektronik yang berfungsi.  

2. Pemerintah Kota Bandung dalam mengadakan program Terminal 

Parkir Elektronik tidak diatur melalui suatu peraturan perundang-

undangan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan secara 

optimal. Hal tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Kota Bandung 

tidak menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni asas kepastian hukum. 

Terkait dengan biaya pemeliharaan mesin Terminal Parkir 

Elektronik sebagai barang milik daerah dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana pihak Pemerintah 

Daerah Kota harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan 

dalam jumlah yang cukup. Namun berdasarkan data yang peneliti 
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peroleh, Pemerintah Kota Bandung sudah tidak memberikan 

anggaran pemeliharaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Dengan tidak adanya anggaran pemeliharaan dari 

pihak Pemerintah Kota Bandung, maka pelaksanaan program 

Terminal Parkir Elektronik tidak akan berjalan dengan maksimal.  

5.2. Saran 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penulisan 

hukum ini, penulis memiliki beberapa saran dalam memecahkan 

permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu: 

1. Dalam pelaksanaan program Terminal Parkir Elektronik diperlukan 

suatu landasan hukum khusus yang dibentuk oleh pemerintah yakni 

Peraturan Walikota Bandung, sehingga pelaksanaannya akan berjalan 

sesuai dengan pedomannya, dan juga dapat memiliki kepastian hukum. 

Dengan adanya suatu peraturan yang mendasari pelaksanaan suatu 

program pemerintah, maka program tersebut akan selalu konsisten 

dengan tujuan, cita hukum yang mendasari dan juga akan sesuai dengan 

arah dari pembangunan daerah. 

2. Pemerintah Kota Bandung seharusnya kembali menganggarkan dana 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 

melakukan pengelolaan Terminal Parkir Elektronik sebagai barang 

milik daerah, sehingga pemeliharaan dan perbaikan mesin akan rutin 

untuk dilakukan untuk menjaga kondisi mesin agar selalu dalam 

keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan 

berhasil guna.  

3. Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung 

sebagai pihak pengelola Terminal Parkir Elektronik seharusnya 

memperhatikan dan melakukan pengelolaan terhadap seluruh mesin 

Terminal Parkir Elektronik. Sehingga 445 mesin Terminal Parkir 

Elektronik yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota 

Bandung dapat berfungsi seluruhnya secara maksimal dan dapat 

mencapai tujuan diselenggarakannya program Terminal Parkir 
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Elektronik, yaitu menghilangkan permasalahan perparkiran dan 

meningkatkan pendapatan asli daerah.  

4. Seharusnya terdapat sanksi tegas yang diatur di dalam suatu peraturan 

perundang-undangan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, 

sehingga dapat meminimalisir barang milik daerah yang terbengkalai 

atau rusak yang tidak dapat digunakan secara berdaya guna dan berhasil 

guna.  

5. Masyarakat sebagai pengguna Terminal Parkir Elektronik yang 

merupakan barang milik daerah dan disediakan sebagai fasilitas umum 

juga seharusnya turut andil dalam melakukan pemeliharaan mesin 

Terminal Parkir Elektronik. 
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